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PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 35 ��AHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORCANISASI,
TUGAS DAN TATA KER]A

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

PADA DINAS PEND=DIKAN

KOTA PALANGKA RAYA
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WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN�RVALIKOTA PALAN(lKA RAYA
N01M10R�⁄5 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAs DAN TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Men.imbang a., bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
terdapat pada BAB I Pasal 1 angka 10 menyatakan
bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada
jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap
jenjang dan jenis pendidikan, serta terdapat juga dalam

Pasal 52 ayat (1) dinyatakan bahwa pengelolaan satuan
pendidikan nonformal dilalnrkan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;

b. bahwa dengan diberlakukannya ketenhran Pasal 42 ayat
(1) dan (2) Perahrran Pemerintah Nottior 18 Tahun 2Ot6
tentang Perangkat Daerah juncto Pasal 7 ayat (1) dart
ayat (21Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembenhrkan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, maka dirasa
perlu untuk membenttrk Sanggar Kegiatan Kegiatan

Belajar (SKB) sebagai satuan pendidikan nonformal
untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat
dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengembangan pembelajaran program pendidikan luar
sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurlf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, 'lhgas dan Tata Kerja Satuan
Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;
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Men.gingat 1. ^Undang-Undang Nomor '5 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembarart

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48'

TambahanlrmbaranNegaraRepubliklnd'onesiaNomor
27531;

2. Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2003 tentang

Keuangan Negaia (Lembaran Negara R'epublik Indonesia

Tahun 2OO3 No*ot 47, Tarrtbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia NomQr 4286l,;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

pendidikan Naslonal (Lembar Negara Republik Indonesia

tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a301);

4, Undang-Undang Nomor 1' Tahun 2004 tentang

Perbendah"r*"i Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Und.ang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun2oa4Nomor126,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OtL tentang

Pembentukan Peraturan Penrndang- Undangan

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2olt
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomors2g4|sebagaimanatelahdiubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

PerubahanAtasUndang-UndangNomor12Tahun2oLL
": '!: tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1L*U"r.r, Negara Republik Indonesia Tahun 20L9

Nomor 1g3, iambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

T.Undang-UndangNomorSTahun2Ol4tentangAparatur
Sipil Negara grmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9a);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2ot4Nomor244,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undangNomorgTahun2olstentangPerubahanKedua
atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pelme�Ü ntah N01mor 19 tahun 2005 tentang

Sta.ndar Nasional pendidikan(Lelmbar Negara Republik
lndonesia Tahun   2005 Nolmtor   41, Talinbahan

l�� einbaran Neg�k u’a Republik lndonesia Nolm.or 4496)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pelmterintah nonnor 13 tahun 2015

tentang Pcrubahan iKedua Atas Pera�µ lran PcmcrinØ[

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Leinbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 NolmOr 45,Talmbahan l�� elmbaran Negara

R,epublik lndonesia Nolm.or 5670);

10,Peraturan Pemerintah NO,mtor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kcuangan Daerah(Lembaran Negara
Rlepublik lndOnesia Tahun 2019 Nornor 42,Tarnbahan

Lembaran Negara Republik lrldonesia Nolmtor 6322);

11�B Peraturan Pelmterintah NOmor 17 tahun 2010 tentang

Pengelolaan   dan   Penyelenggaraan   Pendidikan

(Le�v mbaran Negara Republik lndonesia Tahun  2010
No]m.or 23, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5105)sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 66 tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pclmterintah nolm.or

17   Tahun   2010   tentang   Pengelolaan   dan
Penyelenggaraan   Pendidikan.  (Lelmbaran   Negara

Republik lndonesia Tahun 2010 No�z mor l12,Talmbahan
Lelmbaran Negara Republik lrldonesia No�v mtor 5157);

12.Peraturan Pcmerintah Nolm.or 40 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pelm.erintah Nomor 16 Tahun

1994 tentang Jabatan Fungsional Pcga�A �WaLi Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republil�›  Indonesia Tahun 2010
Nolm.or 51, Tambahan l�� embaran NegaLra Republik
lndonesia Nomor 5121);

13,Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Dacrah(Leinbararl Negara Republik lndonesia

Tahun 2016 Nolm.or l14,Talmbahan iLeinbaran Negara

Republik lndonesia Nolmtor 5887)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pcrnerintah lNomor 72�� rahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 ten�¸ .ng Pcrangkat Daerah

(Lelmbaran Negara Repub�Ü 1�›  Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Talmbahan Lelmbaran Negara Rcpublik
lndonesia Nomor 6402);

14,Peraturan Presiden Nornor 14 Tahun 2015 tentang
Klementerian Pcndidikan dan Klebudayaan (Lembaran

Negara Republik lndoncsia Tahun 2015 Nom6r 15);

15�B Peraturan Menteri_Pendidikan Nasiond Nolm.or 28

Tahun 2010 tentang Pcnugasan Guru Sebagai Kepala

Sckolah/Madrasah;
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2013
tentang Pendirian S atuan Pendidikan Nonformal ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pernbentukan Produk Hulnrm Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361,
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor t2O Tahun 2018 tgn(ang
Penrbahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulmm
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8
Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
tahun 2016 tentang Pedoman Alih fungsi Sanggar
Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal
sejenis;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
47 Tahun 2Arc tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

2O. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 20L6 Tentang
Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar
Kegiatan Belajar;

21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2Ol9 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 20L9 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2)

22.Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun
2Ol9 tentang Pembenttrkan Produk" Hukt-rm Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2Ot9
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 16);

23. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 36 Tahun
2019 tentang Kedudukan, S'usunan Organisasi, T\rgas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palangka
Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019
Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  l��’ALIKOTA  TENTANG  KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KECIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PANGKA RAYA.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintatran Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka
Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palangka Raya menumt asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
Untuk sistem dan prinsip Negara Kesahran Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud Unhrk Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutraya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralqyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palangka
Raya.

5. Perangkat Daerah Kota Palangka Raya adalah unsur
pembantu Walikota dan DPRD Untuk penyelenggaraarl

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
6, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Palangka Raya.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya,

perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan di bidang pendidikan ytrry
menjadi kewenangan daerah.

8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota
Palangka Raya.

9, Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah organisasi' yarrg melaksanakan
kegpatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

11. Tr,rgas Teknis Operasional adalah tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang $ecara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

12. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka
menduktrng pelaksanaan tugas organisasi induknya.

13. UPTD Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas
teknis pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

�C

�¡
�C

�¡

��
�Œ
�@

�@

�R
�D

i :.
::.,.



-6-

l4isanggar Kegiatan Belajar llang selanjutnya disingkat
SKB adalah UPID yang menangani urusan Bendidikan
pada Kotayang berbentuk satuan pendidikan nonformal
sejenis.

15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang

terstrukhrr dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

16. Pendidikan Norrformal adalah jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan $ecara

terstruktur dan berjenjang.
17. Sahran Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya

disingkat satuan PNF sejenis adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan
nonformal.

18. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya
disingkat Program PNF adalah layanan pendidikan yang

diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak
usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang

ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta

didik.
1.9. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya

disingkat PAUD adalah program pendidikan yang

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia
6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan
dan perkennbangan jasmani dan rohani agar anak
memitiki kesiapan dalam memasuki pendidikan tingkat
lanjut.

20. Kepala Sanggar Kegiatan Belqiar yang selanjutnya
disingkat Kepala SKB adalah Kepala SKB pada Dinas
Pendidikan Kota Palangka RaYa.

21. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga
masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat
membaca, menulis, berhihrng, berbahasa Indonesia dan

berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang
untuk aktualisasi potensi diri.

22.Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan
nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum
setara SD, SMP dan SMA yang mencakupi program
Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan
liejuruan setara SMK yang berbentuk PakeLC'kejuruan.

23. Anggaran Pendapatan dan Belar{a Negara yang

selaqiutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-

Undang.
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24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kquangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

25. Jabatan tr\rngsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

26. Pendidik di Satuan PNF adrilah Pamong Belajar, T\ttor,
Fasilitator atau sebutan lain yang relevan yang memiliki
tugas utama melakukan kegiatan pembelajaran,
pembimbingan dan pelatihan.

27.Tenaga kependidikan di Sahran PNF adalah tenaga
administrasi, pustakawan, laboran, teknisi serta penata
teknik informasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasa1 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan Pendidikan

Nonformal SKB pada Dinas Pendidikan�B

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3
(1) SKB merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian

kegiatan T\.rgas Teknis Operasional Dinas Pendidikan
Kota Palangka Raya yang berbentuk Satuan Pendidikan
Nonformal.

(2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala SKB yang dalam melaksanakan tugasnya
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas, khususnya unhrk pelaksanaan teknis
Pendidikan Nonformal.

(3) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

d[jabat oleh jabatan fungsional Guru atau Pamong
Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKEI

sesuai dengan ketentuan peraturan Pemndangan-
Undangan.

(4) Dalam melaksanakan tugasrgra sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepa.la SKB berkewajiban
mengoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.
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BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
(1) Susunan Organisasi SKB terdiri atas :

a. Kepala SKB;
b. Dewan Penyanhrn
c. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
d. Wakil Kepala Urusan Pembinaan;
e. Wakil Kepala Ur-usan Pengabdian;
f. Urusan Tata Usaha; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Struktur organisasi sahran Pendidikan
Nonformal SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran dan menrpakan bagian yang

tidak terpisah dengan Perattrran ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sanggar Ke�vatian Bel�i ar

Pasa1 5

(1) SKB mempunyai tugas mengelola dan meyelenggarakan
Program PNF di wilayah Kota Palangka Raya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), SKB menyelenggarakan fungsi :

a. pelayanan pendidikan nonformal;
b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang

tua peserta didik dan masyarakat; dan
c. pelaksanaan administrasi pada SKB.

Pasal 6
(1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

wajib mengelola data pokok pendidikan.
(2) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21

paling sedikit melaksanakan :

a. satu bentuk layanan PAUD;
b. satu bentuk layanan penclidikan keaksaraan;
c. satu bentuk layanan pendidikan kesetaraan; dan
d. satu bentuk layanan pendidikan keterampilan dan

pelatihan kerja,
(3) Penyelengaraan Program PNF sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :

a. Pendidikan Kecakaparl Hidup;
b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan benhrk

layanan taman kanak-kanak kelompok bermain,
taman penitipan anak, dan/atau PAUD sejenis;

c. Pendidikan Kepemudaan;�¡
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"d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
e. Pendidikan Keaksaraan;
f. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Ke{a;
g. Pendidikan Kesetaraan; dan
h. Pendidikan lain yang dibutuhkan masyarakat.

(4) Pengembangan Model/Program PNF sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :

a. evaluasi d.ampak program PNF yang
diselenggarakan;

b. pengembangan model pembelajaran/kurikulum/
program PNF yang diselenggarakan; dan

c. uji tetap model pembelajaran /lmrikulum/program
PNF.

(5) Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang
PNF sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 5 ayat (21

huruf b terdiri atas :

a. pelaksanaan program pereontqhan pengelolaan dan
penyelenggaraan PNF bagi masyarakat;

b. pembangunan kemitraan dengan masyarakat untuk
menunjang pengelolaan dan penyelenggaraan
program PNF;

c. pembangunan budaya baca masyarakat;
d. pembangunan masyarakat pembelajaran sepanjang

hayat; dan
e. program lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagran Kedua
Kepala SKB

Pasal 7
(1) Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian
hrgas Dinas Pendidikarr dalam melaksanakan
koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta
pelayanan administrasi pendidikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala SKB menyelenggarakan fungsi :

a. memimpin SKB dalam rangka mendayagunakan
sumber daya secara optimhl unhrk memenuhi
Standar Nasional Pendidikan;

b. pelaksanaan koordinasi penJrusunan rencana
program dan kegiatan serta anggaran SKB;

c. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan
perencanaan SKB untuk berbagai tingkatan
perencanaan;

d. merencanakan dan melaksanakan Penyelengaraan
Program PNF, Pengembangan Model/Program PNF,
dan Pelaksanaan program pengabdian mas5rarakat di
bidang PNF.
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�‘e‘ pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan

nonfor:nal;

i  pengalwasan  dan  pengendalian  penyelenggaraan

pendidikan nonformal;

go pelaksanaan Supeivisi, rnonttoring dan cvaluaSi
pembel�´ aran dilinglCLp SKB;

h�B  lnelaksanakan  koordinasi  teknis  di  bidang
Pendidikan Nonlorinal;

i�B   lnendistribusikan    tugas    kepada    PQliabat
Fungsiona1/Pelaksana/Bawahan  sesuai  bidang
tugas Jabatannya guna kelanCaran pelaksanaan
tl�� gas;

j.membimbing  Pdabtt  Fungsbnd/Pclaksana/
bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna
pencapaian kinettajabatannya;

k.memeriksa hasil ketta Pdabd Fungsiond/
PelakSana/BaWahan SCSud bidang tugaSjaba�� �Ennya

sebagai bahan evaluasi;

1�B  Incngevaluasi   pelaksandan   tugaS   PeJabat
Fungsiona1/Pelaksarla/ BaWahan sesuai target
Ø[ne�´ a yang dipC�´ �ó �´ikan ddam rttlgka penildan

kine�v a;

nl. rnenyarnpaikan saran dan pertilnbangan kepada

Atasan sebagai bahan inasukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

n�B  lnelaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan
sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengalm.bilan

kebilakan;dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan

olch Atasan sesuai dengan tugasjabatannya.

(3)Kepala SKB sebagai:nana diinakSud dalanl PaSa1 4 ayat

(1)huruf a meinpunyai tugaS inClakSanakan Sebagian
tugas  I)inas  Pcndidikan  dalanl  lnelakSanakan
kOordinasi,  pengawasan  dan  pengendalian  serta
pelayanan ad�¡ linistrasi pendidikan�B

(4)Untuk melakSanakan tugas sebagahnana dirnaksud
pada ayat(1),Kep�v a SKB menyelc,ggarakan fungsi:

a.memimpin SKB dalam rangka mendaya��lnakan

surnber daya secara opdmal untuk inemenuhi
Standar Nasional Pendidikan;

bo pelaksanaan  koordinasi  penyusunan  rencana
prOgram dan kegiatarl serta anggaran SK:B;

c. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan
perencanaan  SKB  untuk  berbagai  tingkatan

PCrcncanaani
do inerenCanakan dan melakSanakan Penyelengaraan

ProFam PNF,Pcngembangan MOde1/PrOFam PNF,
dan Pelaksanaan prOgranl pengabdian masyarakat di

bidang PNF;
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?. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan

nonformal;
f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

pendidikan nonformal;
g. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi

pembelajaran di lingkuP SKB;

h. melaksanakan koordinasi teknis di bidang

Pendidikan Nonformal;
i. mendistribusikan tu1;as kepada Pejabat

Fungsional/Pelaks anaf Bawrahan sesuai bidang

hrgas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan

tugas;
j. membimbing Pejabat F\rngsional/Pelaksana/

Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna

pencapaian kinerja jabatannYa;

k. memeriksa hasil kerja Pejabat

Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang

tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
1. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat

Fungsional/Pelaksanal Bawahan sesuai target

kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian

kinerja;
m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan

sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan

kebijakan; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya'

Paragraf 1

Dewan Penyantun

Pasal 8
(1) Dewan Penyantun sKB sebagaimana dimaksud rlalam

Pasal 4 ayat (1) humf b mempunyai tugas

melaksanakan sebagian hrgas Dinas Pendidikan dalam
merancang dan melaksanakan ttndak lanjut kegiatan
yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dewan Penyantun menyelenggarakan
fungsi :

a. membantu mencari peluang bagi program di SKB;

b. memberikan dukungan akses dan jpjaring bagt

program SKB;
c. membantu SKB dalam upaya memperoleh dukungan

pendanaan, sarana PRASAMNA, dan tenaga

pendidik;
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' d. memberikan saran, arahan, dan atau pembinaan

untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKB

sekaligus meningkatkan Peran SKB;

e. memberikan pendampingan bagi SKB dalam
melaksanakan tugas; dan

f. memberikan solusi apabila SKB menghadapi
permasalahan dalam melaksanakan tugas.

Paragraf 2
Wakil KePala SKB

Pasal 9

(1) Wakil Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (1) huruf c, d, dan e mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala SKB dalam
mengoordinasikan tugas dan fungsi SKB dan
bertanggungiawab kepada Kepala SKB.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Wakil Kepala SKB mempunyai uraian
tugas:
a. mengoordinasikan kegiatan pembelajaran,

pembinaan dan pengabdian masyarakat;
b. mengoordinasikan administrasi data dan informasi

pelaksanaan pembelajaran pembinaan dan
pengabdian;

c. melakukan kedasama dengan pemanglflJ
kepentingan dalam mendukr-rng pelaksanaan
pembelajaran, pembinaan dan pengabdian
masyarakat;

d. mengkoordinir pengadaan serta pengelolaan data
dan informasi terkait dengan pembelajaran,
pembinaan dan pengabdian; dan

e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar
dalam melaksanakan pembelqjaran, pembinaan dan
pengabdian masyarakat.

Paragraf 3
Unrsan Tala Usaha

Pasal 10
(1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala
SKB dalam melaksanakan urusan administrasi
kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan,
sarana dan prasara.na, hubungan masyarakat,
persuratan, pengarsipan, kerjasama, hubungan
masyarakat, rumah tangga, perlengkapan,' dokumentasi,
perpustakaan dan ketatausahaan SKB.

�˚
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(2)^Untuk melaksanakan tugas sebagdmana dimaksud
pada ayat(1),UruSan Tata�E USaha menyelenggarakan
fungsi:

ao menyusun rencana dan progranl keFja SKI�l ;

bo inenyusun dan ineinpersiapkan naskah dinas,
rnengolah kearsipan dan dokurnentasi;

c. rnenyelenggarakan pelayanan teknis adrrlirlistrasi

dan ketatausahaan dilingkungan SKB;

d. lm.enyelenggarakan.urusall runlah tangga SKB;

e. inenyusun, inen�¡ persiapkan dan rneng00rdinasikan

rencana anggaran slKB;

1  lnelaksanakan adnlinistrasi keuangan,kepegaw’aian

dan perlengkapan dilingkungan SIKB;

g�B  lnembuat lapOran pertanggungawaban pelaksanaan

angrran ttgiatan SKB;
h. lnelaksanakan penatausahaan barang inventaris di

lingkungan SKB;

i.memberi saran dan perdmbangan kepada Kepala
SKB dalam bidang ke�¸ tauSahaan;

jo  rnernbuat dan lmtenyarnpaikan laporan pelaksanaan

tl�� gas kepada atasan;dan

k. melaksanaka.n  tugas  kedinasan  lainnya  yang
dibe�Ü kan olch Kepala SKB.

BAB VI

KELOMiPOK JABATAN

Bttan K()satu

Jabatan Pelaksana

Pasal 1 1

(1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan
hasil analisis jabatan dan beban kerja.

(2) Nama-nama ,Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
ayat (21dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
perangkat daerah.

(4) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan
dengan Kep'utusan Walikota

(5) Dalam hal terjadi perubahan nama-rlama Jabatan
Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12
(1) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan' Struktural

dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan
Pelaksana.

(2) Pengangkatan pertama kali ctan Pemindahan ASN dalam
Jabatan Pelaksana antar instansi sebagaimana

�L
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tlimaksud ayat (6) ditetapkan dengan KleputuSan
Walikota  scsuai  ketentuall  peraturan  pen�� ndang�\

undarigan�B

(3)Penlindahan ASN Jabatan Pelaksana dalam instansi
ditetapkan dcngan Keputusan Kepala Dinas sesuai
ketentuan peraturan perundang�] undangan.

(4)Uraian tugas Jabatan PelakSana ditetapkan 01eh Kepala
SKB�B

Bagan Kcdua
Ke10mpOk Jabatan Fungsional

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau

berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahliannya unhrk melaksanakan
tugas.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan lainnya dalam pengelolaan dan
peneyelenggaraan Program PNF.

(3) Kelompok Jabatan F\rngsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yaurlg ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(4) Jumlah Jabatan Fr.rngsional sebagaimana dimaksud
pada ayat l2l, ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas

wilayah dan beban kerja.
(5) Jenis Jabatan F'ungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

BAB VII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SKB

Pasal 14

(1) SKB menetapkan standar pelayanan minimal untuk
setiap jenis program PNF yang diselenggarakan.

(2) Standar pelayanan minimerl sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas standar isi,
proses, pendidik dan tenaga kependidikan mengacu
pada standar nasional pendidikan.

(3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan dasar pengembangan Satuan
PNF Sejenis menjadi Satuan PNF Terakreditasi.

BAB VIII

PEIMBIAYAAN
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,"rior.r"an SKB o"r.r*J;"# :
a. APBD Kota;
b. APBD Provinsi;
c. APBN; dan
d. Masyarakat dan atau sumber lain yang sah'

Pasal 16

sKB dapat memungut biaya F,]s€fta didik sesuai denBaII

Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

SKB mengembangkan sistem penganggaran dan

pengelolaan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai

dengan Peraturan Perundang-Un dangan'

BAB IX
PEMBINAAN SKB

Pasal 18
pembinaan sKB dilakukan oleh Pemerintah Rrsat,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah'

BAB X
TATA KERJA

Pasal 1.9

(1) Kepala sKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huntfa,dalammengeloladanmenyelenggarakan
tugas dapat mengelompokkan jabatan fungsional

menjadi kelompok kerja sesuai jenis program PNF yang

diselenggarakan.
(2) Kepala SKB, Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan

Fungsional sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugasnYa wajib :

a, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik
dalam linglrrngan masing-masing maupun antara
satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah

Daerah serta instansi lain sesuai dengan flrgas
' masing-masing;

b. melaksanakan pengawasan melekat; dan
c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada atasan secara langsung.
(3) Kepala SKB berkewajiban memberiktl ' petunjuk,

bimbingan dan mengawasi pekerjaan

Pelaksana/ Bawaharl yang berada dalam linglnrngannya.
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(4)Paabat Fungs10nal pada SKB seCara teknis administratif
bertanggung ja.w�E ab kepada Kepala lDinaS dan secara

teknis Operasional berada dibawah koordinasi dan

bertanggung�v awab kepada Kepda SKB‘

BAB Xl

PENGANGKATAN DAN IDEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasa1 20

Kepala SIKB dan Kel�B lm.pok Jabatan Fungsional diangkat

dan diberhentil�˜ an Sesuai dengan peraturan perundang�\

undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 1

Pada saat Peraturan walikota ini mulai berlaku, maka

PeraturanWalikotaPalangkaRayaNomor34Tahun20]-7
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi' Tata Kerja

SatuanPendidikatrNonFormalsanggarKegiatanBelajar
pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya (Berita Daerah

Kota Palangka Raya Tahun 2Ol7 Nomor 34) Pasal 2 ayat l2l

huruf g dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Peraturan Walikota
diundangkan.

Pasa1 22

ini rnulai berlaku

Agar setiap orang mengetahuinYa, - memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya�B
Ditetapkan di Palangka Raya

1l september 2020

GKA RAYA,

1

pada tanggal

��

�O

�R

�d

Diundangkan di Palangka RaYa

pada tanggal 11 fieptember 2O2o

SEI�y RETARIS DAERAHKOTA PALANGKA RAYA,

’ .1 �R�¡
:

BERITA D

,RAHAYU

�]16�]
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AERAHKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR ��4
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